
 
 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 3 TAHUN 1990 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1974 TENTANG 

PELAKSANAAN PENJUALAN RUMAH NEGERI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN 
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 1982 

 
Presiden Republik Indonesia, 

 
Menimbang :   a. bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 

tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri, rumah flat tidak 
dapat dijual secara sewa beli karena hak atas tanahnya sulit 
dipisah-pisahkan untuk dimiliki oleh perseorangan; 

b. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 
tentang Rumah Susun yang menetapkan bahwa satuan  rumah 
susun dapat dimiliki  oleh perseorangan di atas tanah hak bersama, 
maka ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 
1974 tersebut perlu disempurnakan; 

c. bahwa penyempurnaan tersebut perlu dilakukan dengan Peraturan 
Pemerintah; 

 
Mengingat  :     1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 
1968 Nomor 53); 

3. Undang-undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan 
Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan 
Rumah-rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai 
Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 158) jo 
Burgelijke Woningregeling (Staatsblad Tahun 1934 Nomor 147) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Staatsblad Tahun 1949 Nomor 388); 

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok- pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); 
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5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3041); 

6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun 
(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3318); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan 
Penjualan Rumah Negeri (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3030) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1982 
(Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 63, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3237); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun 
(Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3372); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan  : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1974 TENTANG 
PELAKSANAAN PENJUALAN RUMAH NEGERI SEBAGAIMANA TELAH 
DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 1982. 

 
Pasal  I 

Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang 
Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 1982 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal  2 
(1) Rumah Negeri yang dapat dijual adalah Rumah Negeri baik yang berdiri sendiri 

maupun yang berupa satuan rumah flat/rumah susun Golongan III (tiga) yang: 
 a. pada saat dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini sudah berstatus 

Golongan III (tiga); 
 b. berasal dari Golongan II (dua) dan rumah lain yang belum ditetapkan 

golongannya yang tata cara pengubahannya dan/atau penetapannya 
menjadi Golongan III (tiga) diatur dengan Keputusan Presiden. 

(2) Tata cara penjualan Rumah Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur 
dengan Keputusan Presiden. 
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